
 
 

WALI NAGARI III KOTO AUA MALINTANG 

KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG 
KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

 

KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUA MALINTANG 

NOMOR:38/SK/WN–III KAM/2022 

TENTANG PETUGAS ARSIP DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

DI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALI NAGARI III KOTO AUA MALINTANG, 

 
Menimban
g 

: a. bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan 
pertanggungjawaban Pemerintahan Nagari serta 

memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti 
penting dan strategis, meliputi penyajian informasi, 

perumusan, kebijakan, dan pengambilan keputusan 
Pemerintahan Nagari. 

b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip 

yang autentik dan terpercaya untuk mendukung 
terwujudnya tata kelola Pemerintahan Daerah yang 
baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, Penyelenggaraan Kearsipan harus 
dilakukan dalam sistem Penyelenggaraan Kearsipan

yang komprehensif, terpadu
dan berkesinambungan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 12 
ayat (2) huruf r dan huruf x Pembagian Urusan 

Pemerintahan Bidang Kearsipan Lampiran Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Kearsipan; 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang 

Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3674); 
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5952); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5071); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
Sebagaimana telah dirubah dengan  beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 
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11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 
Tahun 2017 tentang Partisifasi Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6133); 
 
 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 

2012 tentang Tata Penyelenggaraan Kearsipan di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintahan Daerah; 

13. Peraturan Komisi Infomasi Republik Indonesia Nomor 
1 tahun 2021 tentang Standar Pelayana Informasi 

Publik; 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  

  

 PERTAMA  :  Menunjuk dan Mengesahkan Petugas Arsip dan 

Pelayanan Informasi Publik sebagai mana terlampir 
pada surat keputusan ini.   

KEDUA  : Surat Keputusan ini di tetapkan di Batu Basa dan 
apabila terdapat Kekeliruan dalam penetapan ini  maka 

dapat diperbaiki sebagai mana mestinya 
 

 

 
DI TETAPKANDI   : BATU BASA 

     PADA TANGGAL   : 19 Desember 2022 
 

Wali Nagari III Koto Aur Malintang 
 
 

 
AZWAR MARDIN 
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Lampiran 
Nomor 

Tanggal 

: 
: 

: 

Surat Keputusan Wali Nagari III Koto Aua Malintang 
38/SK/WN–III KAM/2022 

19 Desember 2022 
 

  PETUGAS ARSIP DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
DI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG 

 

No Nama Jabatan Ket 

 

1. 
 

 

Indah Murfi Ananda 

 

Petugas Arsip 

 

 

 

2. 

 

Yulia Putri, SP 

 

Petugas Pelayanan Publik 
 

 

 
Wali Nagari III Koto Aur Malintang 

 
 

 

           AZWAR MARDIN 

 


